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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pasar modal telah menyiapkan instrumen proteksi bursa yang harus 

dipatuhi oleh semua kalangan. Setiap bursa efek dimulai dari komponen 

kepentingan pasar, dan Perdagangan Efek bertanggung jawab atas 

penyelesaian semua bursa proteksi dalam pasar modal. Instrumen sah yang 

menguasai pasar modal di Indonesia adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 

1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut UUPM). 

Sehubungan dengan tindakan otoritas publik untuk mengembangkan, 

mengarahkan, dan mengatur pasar modal, Otorltas Jasa Keuangan (selanjutnya 

disebut OJK) diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang 

Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut sebagai OJK). Kapasitas OJK 

untuk memeriksa, menyelidiki, dan memberlakukan hukuman administrasi, 

pidana dan perdata, sehingga pelanggaran di pasar modal dapat dicegah dan 

dihapuskan.1 

Aturan pelaksanaan di bidang pasar modal diatur dalam UUPM yang 

sejalan dengan PP Nomor 45 Tahun 1995 tentang Kegiatan Di Bidang Pasar 

Modal dan PP Nomor 46 Tahun 1995 tentang Pemerlksaan di Biidang Pasar 

Modal. Dikombinasikan dengan KepMenKeu serta instruksi Bapepam 

(berubah menjadi OJK), ada beberapa alasan kecurigaan kesalahan dan 

 
1 Sawa1udin Slregar, 2017, Prespektlf Hukum 1slam Mengenai Mekaniisme Manipu1asi 

Pasar Da1am Transaksl Saham Di Pasar Moda1, Jurna1 Kehakiman, hlm 71.  
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penyimpangan di pasar modal, lebih tepatnya kesalahan pelaku, ketimpangan 

aparatur yang menggabungkan kehormatan dan Keterampilan yang sangat 

baik, dan peraturan yang lemah. OJK berkomitmen untuk terus 

mengidentifikasi undang-undang terkait penyempurnaan hukum yang semakin 

penting. Yayasan pasar modal adalah organisasi fidusia yang bertindak 

terutama sebagai perantara antara kepentingan aset klien dan pemilik aset.2 

Pelanggar di bldang pasar modal dikenang karena suatu jenls pelanggaran 

yang luar biasa, keunlkan ini harus terlihat balk darl jenls pelanggaarannya, 

darl slsl pelakunya yang diajar dan sangat sempurna dengan cara kerjannya dan 

anggapannya dinyatakan dalam struktur matriks, maka terlihat bahwa macam 

pihak mungkin bisa menjadi pelakunya yakni individu yang berdiri teguh pada 

pijakan penting di dalam organisasi (kepala, komlsaris atau otoritas tingkat 

manajer lainnya), ahli seperti pialang, penasihat investasl, pemegang buku 

(akuntan), pengacara dan penilai, atau bahkaan pendukung atau korporasi 

terbuka yang menyangkut sendiri yang melakukan pe1anggaran.3 Sa1ah satu 

jenis pelanggaran di pasar modal yang diangkat dalam penelitian ini adalah 

tindakan pelanggaran manipulasi paasar. Mengenai praktik manipulasi paasar, 

terdapat ruang yang berbeda didalam UUPM, yakni “Pasal 91, Pasal 92, dan 

Pasal 93”. Pelanggaran di pasaar modal bersifat khusus dan bersifat regulasi. 

Pelanggaran administratif adalah orang-orang yang terkait dengan melakukan 

 
2 Muniir Fuady, 2001, Pasar Moda1 Modern (Tinjauan Hukum), Buku Kesatu, Citra Aditya 

Bakti, Bandung, hlm 21. 
3 Jusuf Anwar, 2008, Pasar Modal 2, Penegakan Hukum Dan Pengawasan Pasar Moda1 

1ndonesia, Seri Pasar Moda1 2, P.T. Alumni, Bandung, hlm 27. 
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perbuatan perdata (membayar/ganti rugi) atau hukuman pidana (misalnya 

penahanan/penjara).4 

Pengendalian pasar (manipulasi pasar) dapat berupa pengendalian 

pertukaran surat berharga itu sendiri atau pengendalian harga. Perbuatan 

penguasaan pasar (manipulasi pasar) inilah upaya yang dilakukan melalui 

perantaraa antara individu-individu dari perdagangan saham, baik secara 

terpisah atau bersamasama, yang bisa memberlkan pemetaan palsu (menipu) 

bahwasannya pertukaran surat berharga/biaya surat berharga yang dilakukan 

adalah sesuai dengan pengaruh pasar. Manipulasi paasar dapat dilakukan 

dengan mengembangkan bursa atau memanfaatkan bursa dengan tujuan untuk 

menguasai.5 

Salah satu ilustrasi penguasaan pasar atas perdagangan saham di pasar 

modal yang telah diselesaikan OJK adalah situasi perdagangan saham PT Agis 

Tbk (TMPI). Permasalahn ini bermula setelah adanya perdagangan bagian PT 

Agis yang sampai saat ini bernama PT Sigma Gold lnti Perkasa (TMPI) sejak 

berubah nama pada 14 Feb 2014 untuk periode 1 Apr 2012 sampai dengan 30 

Sep 2012 yang tidak mengalami perkembangan. perdagangan penawaran.6 

Dari hasil penilaian tersebut, 3 penyokong keuangan TMPI terbukti 

melakukan perilaku tidak bertanggung jawab terhadap pertukaran surat 

 
4 Ibid., hlm. 111-112. 
5 Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995, Tentagn Pasar Modal, Bab 

XI Pasal 91. 
6 Modu1 Hukum dan Etika WPPE, Edisi 2016, Kejahatan di Bidang Pasar Modal, hlm 7, 

diakses pada tanggal 8 Agustus 2021 pukul 11.10.  
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berharga. Kegiatan ini tergolong demonstrasi penguasaan pasar yang 

mengabaikan Pasal 91 dan 92 UUPM.7 

Porsi TMPl yang saat ini berganti nama menjadi Sigmagold lnti Perkasa, 

sejak 1 Apr 2012 hingga 30 Sep 2012 mengalami peningkatan besar sampai 

menyentuh 235,44 persen dari 158 rupiah jadi 530 rupiah. Hingga nilainya 

terus melejit sampai 17 Okt 2012 menjadi 630 rupiah.8  

Tetapi, dimulai saat itu, sahaam TMPl semakin anjlok ke level paling 

rendah 50 rupiah sejak 15 Nov 2016. Menjelang awal tahun 2017, porsi TMPl 

terlihat melambung menjadi 132 rupiah sebelum kembali hingga baru-baru ini, 

TMPI mempertimbangkan penangguhan. dari Perdagangan Saham.9  

Denda paksa OJK difokuskan pada tiga penyokong keuangan TMPI. 

Hukuman Administratlf berupa denda sebesar Rp410.000.000,- (400 juta 

rupiiah) difokuskan pada Vivilia Valentina, Liauuw Mei Tjiin senilai 

80.000.000 rupiah dan Rizal Andrika sebesar 30.000.000,-  rupiah.10  

Pelanggaran terhadap tindakan manipulasi pasaar di bursa proteksi di 

bursa efek tentunya akan menimbulkan masalah bagi anggota pasar modal 

lainnya. Kalangan yang menanggung musibah atas situasi ini, khususnya para 

penyandang dana, sebagaimana tertuang dalam UUPM, jelas memiliki pilihan 

untuk mendapatkan jaminan yang sah dari kekuatan administrasi pasar modal 

dan Perdagangan Efek Indonesia. Keamanan yang sah adalah semua jenis 

standar atau perilaku yang ditujukan untuk memberikan per1indungan, 

 
7 Ibid. 
8 Ibid. 
9 Ibid. 
10 Ibid. 
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keadaan yang menyenangkan dan jaminan hukum bagii subyek hukum, baiik 

perseorangan (natuurlijkepersoon) dan badann hukum (rechtpersoon). 

Pelanggaran terhadap tindakan penguasaan pasar di bursa proteksi pada 

burrsa efek tentu akan menimbulkan kekalahan terhadap anggota pasar modal 

lainnya. Pihak-pihak yang mengalami kekalahan atas situasi ini, tepatnya 

kepada penyandang dana, sesuai pengaturan UUPM, jelas-jelas memenuhi 

syarat untuk diasuransikan secara halal oleh OJK dan Bursa Efek Indonesia. 

Menciptakan citra semu pasar modal, misalnya dengan cara; melakukan 

transaksi surat berharga yang tanpa merubah status kepemilikan. Melakukan 

banyak transaksi surat berharga di Bursa Efek mengakibatkan biaya surat 

berharga tidak bergerak, melambung atau jatuh, yang bertujuan untuk 

mempengaruhi kelompok lain untuk membeli, menjual, atau menahan surat 

berharga. Selanjutnya, biaya surat berharga ini tidak bergantung pada 

permintaan perdagangan yang sebenarnya. Mencantumkan sesuatu atau 

memberikan informasi yang benar-benar salah, yang dapat memengaruhi biaya 

surat berharga atau bertekad untuk memengaruhi kumpulan yang berbeda 

untuk perdagangan surat berharga di pasar modal.11 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik  untuk mengkaji 

secara mendalam dan menyeluruh mengenai “PERLINDUNGAN HUKUM 

BAGI INVESTOR PEMULA TERHADAP MANIPULASI PASAR 

 
11 Imam Sjahputra Tunggal, 2000, Aspek Hukum Pasar Modal di Indonesia, Harvariondo, 

Jakarta, hlm 110-111. 
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(MARKET MANIPULATION) DALAM PERDAGANGAN DI PASAR 

MODAL”. 

B. Rumusan Masalah 

Dilihat dari gambaran landasan di atas, maka cenderung terbentuk 

beberapa persoalan yang akan dikaji dalam penelitian ini, lebih spesifiknya: 

1. Bagaiimana terjadinya manipulasi pasar (Market Manipulation) sebagai 

bentuk pelanggaran hukum yang merugikan serta akibat hukum bagi 

investor pemula dalam perdagangan di pasar modal? 

2. Bagaiimana bentuk perlindungan hukum bagi investor pemula dari 

manipulasi pasar (Market Manipulation) dalam perdagangan di pasar 

modal? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang diinginkan dalam penelitian ini yakni :  

1. Untuk mengetahui serta merinci peristiwa manipulasi pasar sebagai salah 

satu bentuk pelanggaran hukum yang merugikan para pendukung 

keuangan dalam melakukan pertukaran di pasar modal. 

2. Untuk mengetahui serta merinci struktur dan interaksi kepastian hukum 

bagi pendukung keuangan (investor) dari manipulasi pasar dalam pasar 

modal. 

D. Manfaat Pene1itian 

1. Manfaat Teoritiis  

Hasi1 dari pene1itian yang tertuang da1am sekripsi ini diharapkan dapat 

bermanfaat bagi kemajuan informasi tentang regulasi di Indonesia, 
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khususnya di bidang bidang usaha permodalan dan dipercaya dapat 

menambah informasi dan memberikan kesan yang nyata terhadap 

masyaraktt Indonesia sehubungan dengan per1indungan hukum bagi para 

pendukung keuangan (investor) pemula dalam pertukaran pasar moda1. 

2. Manfaat Praktis  

Dengan pene1itian ini, dipercaya dapat memberikan data praktisi-praktisi 

terutama bagi peneliti, masyarakat dan fakultas serta informasi tambahan 

bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah eksplorasi ini, dan 

bermanfaat bagi pihak-pihak yang terinspirasi oleh hukum perdata ini. 

E. Ruang Lingkup 

Mengingat judul dan isu-isu dalam eksplorasi ini, penelitia hanya 

menyoroti peristiwa penguasaan pasar (manipulasi pasar) sebagai jenis 

pelanggaran peraturan yang menghambat para pemodal pemula dalam 

pertukaran di pasar modal dan struktur serta interaksi keamanan yang sah untuk 

pemodal pemula dari penguasaan pasar (manipulasi pasar) dalam pertukaran 

pasar modal 

F. Kerangka Teori 

1. Teori Per1indungan Hukum 

Pendapat “Setiono”, perlindungan hukumi ada1ah perilaku atau usaha 

untuk me1indungi masyarakat umum terhadap praktek yang tidak menentu 

oleh para ahli yang tidak sesuai dengan hukum dan ketertiban, untuk 
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mengajukan keamanan dan keharmonisan serta memberdayakan orang 

untuk mengambil bagian dalam keluhuran mereka sebagai individu.12 

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa keamanan yang sah adalah 

demonstrasi untuk melindungi atau memberikan bantuan kepada subjek 

yang sah, dengan menggunakan instrumen yang sah.13 

Pendapat “Muchsin” jaminan hukumi merupakan suatu yang 

melindungi subyek hukumi me1a1ui peraturan dan panduan yang 

bersangkutan dan memberi wewenang pelaksanaannya terhadap sanksi. 

Jaminan yang sah dapat dibagi 2, yakni: 

a. Per1indungan Hukumi Preventiif  Perlindungan yang diberikan oleh 

otoritas publik yang sepenuhnya bertujuan untuk mencegah 

pelanggaran sebelum terjadi. Hal ini tertuang dalam peraturan dan 

pedoman yang ditetapkan untuk mencegah suatu pelanggaran dan 

memberi tanda atau larangan dalam melakukan suatu komitmen. 

b. Per1indungan Hukumi represiif Per1indungan hukum yang keras 

merupakan jaminan terakhir sebagai persetujuan berupa denda, 

penahanan, dan hukuman tambahan yang diberikan dengan asumsi 

telah terjadi suatu pertanyaan atau telah di1akukannya suatu 

pe1anggaran.14 

 
12 Setiono, 2004, Rule of Law (Supremasi Hukum). Surakarta. Magister Ilmu Hukum 

Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. hlm 3.  
13 Philipus M. Hadjon, 2011, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada 

University Press, Yogyakarta, hlm 10. 
14 Muchsin, 2003, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia. 

Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm 20. 



9 

 

 

 

Sebagaimana ditunjukkan oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 

2004 tentang PKDRT dalam Pasal 1 ayat (4) sebagai berikut: 

“Per1indungan Hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk 

memberikan perasaan bahwa dunia baik-baik saja kepada korban yang 

diselesaikan oleh keluarga, advokat, lembaga sosial, polisi, penyidik, 

pengadilan. , atau pertemuan yang berbeda, baik untuk waktu yang singkat 

atau berdasarkan permintaan pengadilan.15 

Dengan asumsi hal ini terkait dengan hipotesis perlindungan yang sah 

di bursa efek, lebih ditekankan pada pemahaman dan kewenangan yang 

jelas sehingga bursa dapat memberikan situasi yang setara antara subjek 

hukum termasuk (pertemuan perdagangan di pasar modal). Kepastian 

memberikan kejelasan dalam melakukan kegiatan yang sah pada saat 

bertransaksi di pasar modal, apabila melanggar dan sa1ah satu pihak kalah, 

maka hukuman harus dilakukan seperti dalam Undang-undang dan 

pedoman yang bersangkutan.16  

Untuk situasi ini, terhadap kontrol pasar dalam pertukaran pasar 

modal, para pendukung keuangan dilindungi oleh regulasi sebagai 

perlindungan yang sah yang bersifat preventif dan respresif. 

a. Tujuan Hukum 

Dalam memahami tujuan hukum, Gustav Radbruch 

mengungkapkan pentingnya memanfaatkan pedoman kehati-

 
15 Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga. 
16 Irsan Nasaruddin, dkk, 2011, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, cet. 7, Kencana 

Prenada Media Group, Jakarta, hlm 117.  
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hatian dari tiga kualitas dasar yang menjadi sasaran hukum. Ini 

karena ekuitas yang benar-benar sah seringkali bertentangan 

dengan manfaat dan kepastian hukum serta sebaliknya. Diketahui 

bahwa di antara tiga kelebihan penting dari tujuan yang sah, dengan 

asumsi ada perselisihan, seseorang harus dikorbankan. Dengan 

demikian, standar kebutuhan yang digunakan oleh Gustav 

Radbruch harus dilakukan dalam permintaan yang menyertainya: 

1) Keadi1an Hukum;  

2) Kemanfaatan Hukum;  

3) Kepastiian Hukum.17 

Dengan urutan seperti di atas, perangkat hukum umum dapat 

menghindari gejolak yang tak terlihat. Secara umum, seperti yang 

ditunjukkan oleh Gustav Radbruch, tujuan kepastian adalah yang 

teratas di antara berbagai tujuan. Diketahui, ketika dengan 

hipotesisnya bahwa Jerman di bawah kekuasaan Nazi menyetujui 

latihan irasional selama Perang Besar Kedua dengan membuat 

peraturan yang mengizinkan tindakan monstrositas perang sekitar 

saat itu, Radbruch akhirnya memperbaiki hipotesis di atas dengan 

menetapkan tujuan pemerataan. di atas tujuan hukum 1ainnya.18  

Bagi Radbruch, ketiga sudut ini relatif, bergantung pada 

perkembangan di masa depan. Suatu hari ia dapat menampilkan 

 
17 Muhammad Erwin, 2012, Filsafat Hukum, Raja Grafindo, Jakarta, hlm 123. 
18 Ahmad Zaenal Fanani, Berpikir Falsafati Dalam Putusan Hakim, Artikel ini pernah 

dimuat di Varia Peradilan No. 304 Maret 2011, hlm. 3. 
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ekuitas dan mendorong keuntungan dan jaminan hukum ke tepi. 

Waktu, kepastian, atau kenyamanan yang berbeda dapat 

ditampilkan. Anggota keluarga dan hubungan yang tidak konsisten 

ini tidak cocok. Meuwissen memilih peluang sebagai pembentukan 

dan cita-cita regulasi. Peluang tidak bertentangan, karena pintu 

yang terbuka tidak berhubungan dengan apa yang sebenarnya kita 

inginkan. Diketahui membutuhkan apa yang benar-benar kita 

inginkan, dengan peluang kita dapat menghubungkan kepastian, 

keseimbangan, kesetaraan, dan sebagainya daripada mengikuti 

Radbruch.19 

Tujuaan hukum sepertl ini memberikan landasan etis bagi a1iran 

pemikiran Uti1itarianisme, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

tujuaan hukum adalah demi membela dan mengamankan 

kebutuhan investor ketika berdagang di pasar modal untuk 

kemakmuran. 

2. Teori Perjanjian 

Salah satu jenis peraturan yang memiliki peran nyata dan signifikan 

dalam kehidupan individu adalah Hukum Perjanjiian, isti1ah pernjanjiian 

berasa1 dari bahasa Be1anda, yakni overeenkomst, dan da1am bahasa 

lnggris dikena1 sebagai contractt. Perjanjiian tersebut disebutkan da1am 

 
19 Sidharta Arief, 2007, Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori 

Hukum dan Filsafat Hukum, PT Refika Aditama, Bandung, hlm 20. 
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Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut 

KUHPerdata) yaitu : 

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu 

orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain 

atau lebih.” 

Subekti juga memberikan pengertian tersendiri, sesuai dengan 

Subekti: “Subekti memberi arti “pengaturan” ada1ah salah satu kejadian 

dlmana dua individu sa1ing menjamin untuk menindaklanjuti seesuatu”.20 

Dan pendapat M.Yahya Harahap: “Perjanjian adalah hubungan hukum 

kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan kuasa hak kepada 

satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pihak 

lain untuk melaksanakan prestasi tersebut.”21 

Syarat sahnya suatu perjanjian terdapat pada Pasal 1320 

KUHPerdata, sebagai berikut:  

“Untuk sahnya sebuah perjanjian diperlukan empat syarat: Sepakat 

mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu 

perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal”.  

Pertukaran masuk ke sebuah kumpulan perjanjiian bernama, berarti 

Undang-undang sudah mengamanatkan namanya sendiri dan 

mengamanatkan pengaturan sendiri untuk perjanjiian ini. Susunan 

perjanjian-perjanjian bernama bisa ditemukan didalam KUHPerdata dan 

Kitab Undang-undang Hukum Dagang. 

 
20 Agus Yudha Hernoko, 2019, Hukum Perjanjian, Prenada Media, Jakarta, h1m 16. 
21 Syahmiin AK, 2006, Hukum Kontrak lnternasional, Rjagrafiindo Persada, Jakarta, hlm 

1. 
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Dalam bursa efek di pasar modal, surat berharga merupakan barang 

bergerak dan memberikan berbagai keistimewaan kepada pemiliknya. 

Tanggung jawab sebagai properti portabel memberikan kebebasan 

kepemilikan kepada pemiliknya.22 Hak ini dapat dilindungi dari semua 

orang. Pasal 60 ayat (2) Undang-undangg Perseroan Terbatas, saham dapat 

digunakan sebagai jaminan wali (fidusia) selama tidak ditentukan dalam 

hal apa pun dalam kerangka afiliasi itu. Jika dikaitkan dengan hipotesis 

perjanjian dalam bursa efek lebih menekankan pada pemahaman 

hubungan yang sah antara dealer dan pembeli. 

Hubungan yang sah membawa munculnya hak istimewa dan 

komitmen antara penjual atau penjamin dan penyokong keuangan. 

Diketahui bahwa jika satu pihak tidak melakukan hak atau komitmennya, 

pihak lain dapat melakukan langkah yang sah untuk meminta pemenuhan 

kebebasan atau komitmen tersebut. Untuk itu, dengan memanfaatkan 

hipotesis perjanjian kesepakatan dan pembelian pasar manipulasi pasar di 

pasar modal, hipotesis ini menegaskan adanya pemahaman kesepakatan 

dan pembelian saham di antara pendukung keuangan dan penjamin atau 

perantara di bursa efek yang wajar dan diatur oleh peraturan. dan pedoman. 

3. Teori Manipulasi Pasar 

Secara praktis, latihan manipu1asi pasar memi1iki beberapa contoh 

pe1anggaran yang dapat didelegasikan sebagai manipu1asi pasar, yakni:23 

 
22 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 60 Ayat 1. 
23 Op cit., Modu1 Hukum dan Etlka WPPE, Eds 2016, Kejahatan di Bidang Pasar Moda1, 

hlm. 5, diakses pada tanggal 8 Agustus 2021 pkl 11.06. 
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a. Marking the close 

Mengontrol biaya penawaran atau kesepakatan sekuritas pada 

atau mendekati akhir bursa yang ditentukan untuk menetapkan biaya 

keamanan atau biaya awal yang sudah besar ketika waktu bursa 

selanjutnya.24 

b. Paiinting the tape 

Pertukaran terhadap satu akun proteksi terhadap akun proteksi 

berbeda yang masih da1am penguasaan salah satu perkumpulan atau 

memi1iki hubungan sehiingga terjadi pertukaran palsu. Pada dasarnya 

painting the tape memiliki kesamaan dengaan market the close, 

namun cenderung dilakukan kapan saja.25 

c. Pembentukan harga berkaitan dengan merger, konsolidasi dan akuisisi 

Dalam pasal 55 Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang 

Perseroann Terbaatas, diputuskan bahwa penanam modal yang tidak 

mendukung usulan peleburan, penggabungan, dan pengadaan berhak 

menuntut organisasi tersebut untuk membeli saham dengan harga 

yang wajar. Investor dapat memanfaatkan pengaturan ini untuk 

penambahan individu melalui kontrol pasarr.26 

d. Corneriing The Market 

Membe1i surat berharga da1am ni1ai yang sangat besar maka 

bisa membanjiri market (corner the market). Pelatihan ini sebaiknya 

 
24 Ibid. 
25 Ibid, hlm 5-6. 
26 Ibid, hlm 6. 
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dilakukan melalui short selling, khususnya proteksi penjualan dimana 

merchant belum memiliki surat berharga. Concrening banyak 

dilakukan dengan terlebih dahulu membuat kesepakatan yang sia-sia 

(short selling), dengan meminjamkan surat berharga kepada pelaku 

short selling, namun kemudian menarik penawaran terlebih dahulu 

sehingga short selling harus mencari di market. Ini harus 

dimungkinkan dengan alasan bahwa perdagangan saham menetapkan 

waktu penyelesaian pertukaran T+3 (pedagang wajib menyampaikan 

surat berharganya pada hari ketiga setelah pertukaran). Diketahui 

bahwa dalam hal pedagang lalai menyampaikan perlindungan di T+3, 

individu yang bersangkutan harus membe1i perlindungan di pasar 

mata uang yang biasanya 1ebih tinggi daripada market standar.27 

e. Poo1s (Pump-pump Manipu1ation) 

Poo1s adalah kumpulan besar aset oleh sekelompok pendukung 

keuangan di mana aset tersebut dikelola oleh pedagang atau seseorang 

yang memahami situasi ekonomi. Pengawas dari poo1s ini membeli 

bagian dari suatu organisasi dan menawarkannya kepada individu dari 

pertemuan pendukung keuangan untuk mendukung terulangnya 

perlindungan perdagangan untuk meningkatkan nilai surat berharga 

ini.28 

f. Wash Sa1es 

 
27 Ibid. 
28 Ibid. 
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Permintaan pembelian dan pesanan penjualan antara individu 

mitra diselesaikan secara bersamaan di mana tidak ada penyesuaian 

tanggung jawab yang menguntungkan. Kontrol yang dilakukan 

ditentukan untuk membuat gambaran pergerakan pasar di mana tidak 

ada perdagangan. Pertukaran ini adalah pertukaran semu, khususnya 

bursa efek yang tidak menghasilkan pertukaran penawaran asli.29 

g. Matchiing Order 

Menggabungkan 2 order investor serupa dan komplementer 

khusus hitungan dan sekuritas yang serupa dan ketika waktu yang 

sama (dieksekusi ketika waktu yang serupa).30 

h. Free Riding 

Membeli pada saat penawaran umum perdana ingin menukarnya 

dengan biaya selangit dan akan membatalkan pembelian begitu 

lingkungan sebelum penugasan penawaran terlihat kurang bagus.31 

i. Special Allotments 

Special Allotments dilaksanakan penjamin emisi ketika 

penawaran umum perdana dengan secara sadar mengakomodir suatu 

surat berharga ke rekanan, atau kerabat dekat sehingga terkesan 

kelebihan permintaan ketika harga surat berharga melambung 

tinggi.32 

j. Churniing  

 
29 Ibid. 
30 Ibid, hlm 7. 
31 Ibid. 
32 Ibid. 
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Karena catatan opsional, dapat terjadi bahwa pedagang 

melakukan pertukaran yang tidak wajar sehingga mereka 

mendapatkan biaya yang lebih tinggi.33 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Peneliitian 

Jenis pene1itian yang penulis lakukan adalah pene1itian hukum yuridis 

normatif atau biasa disebut juga dengan pene1itian kepustakaan, penelitian 

kepustakaan merupakan suatu cara yang dipakai dalam penelitian hukum 

dengan meneliti baha-bahan pustaka yang sudah ada.34 

2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 

a. Bahan Primer 

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah yang 

mempunyai otoritas mengikat atau bersifat mengikat bagi setiap orang, 

yaitu : 

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  

2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.  

3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. 

4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan 

Terbatas. 

5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa 

Keuangan. 

 
33 Ibid. 
34 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2009, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan 

Singkat, Cetakan ke-11, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 13-14. 
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6) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara 

Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal.  

7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76 /POJK.04/2017 

Tentang Penawaran Umum Oleh Pemegang Saham.  

8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 /POJK.04/2019 

Tentang Transaksi Efek.  

b. Bahan Sekunder 

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum yang terdiri dari buku-buku (text 

books) yang ditulis oleh para ahli hukum yang memiliki pengaruh, 

jurnal hukum, pendapat dari para sarjana, kasus hukum, putusan 

hakim, serta hasil simposium mutahur yang memiliki kaitan dengan 

topik penelitian.35 

c. Bahan Tersier 

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus 

hukum, ensiklopedia, dan indeks kumulatif.36 

3. Pendekatan Penelitian 

a. Pendekatan perundang-undangan (statue approach) 

 
35 Ibid, hlm 173  
36 Rachmad Baro, 2017, Penelitian hukum Doktrinal, Indonesia Prime, Makassar, hlm 117. 
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Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan 

perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum 

yang sedang di bahas (diteliti).37 

b. Pendekatan Konseptual (conceptual approach) 

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan 

doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Doktrin-Doktrin 

dan pandangan-pandangan akan memperjelas ide-ide dengan 

memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum maupun 

asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan dalam 

penelitian hukum.38 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Tata cara pengumpulan bahan-bahan dalam tugas akhir ini adalah 

dengan suatu studi kepustakaan (Library Research) dimana penulis akan 

mencari dan mengumpulkan bahan-bahan tentang peraturan dan 

pedoman yang berhubungan dengan Praktek Pengendalian Pasar Modal. 

Penulis juga akan mengarahkan konsentrasi penulisan melalui buku-

buku, catatan harian, dan sumber-sumber tertulis lainnya, baik cetak 

maupun elektronik, yang berhubungan dengan penelitian ini. 

5. Teknik Analisa Bahan Hukum 

Penulis dalam menganalisa bahan hukum yang diperoleh dari 

kegiatan penelitian yang dilakukan baik dari data primer maupun dari 

 
37 Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, 

Jakarta, hlm 133. 
38 Ibid, hlm 95. 
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data sekunder, penelitian ini dianalisis secara kualitatif yang berarti 

penelitian tersebut bersifat deskriptif dengan cara menggambarkan dan 

menguraikan permasalahan yang berhubungan dengan masalah 

penelitian sehingga hasil penelitian diharapkan dapat memberikan 

pemahaman yang jelas mengenai materi yang disampaikan. 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Penarikan Kesimpulan yang digunakan adalah hasil akhir dari 

pene1itian yang disusun berdasarkan alasan pene1itian ini. Kesimpu1an 

yang dimaksud adalah respon terhadap definisi masalah atau pertanyaan 

dari pene1itian yang diungkapkan sesaat dan jelas tentang realitas 

pene1itian. Dalam tinjauan ini, pencipta menggunakan cara berfikir 

deduktif, yakni berpikir bahwa kapasitas untuk mencapai tujuan 

tertentudiperoleh dari premis umum yang kemudian dirinci menjadi 

tujuan eksplisit.
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